
3. Undang-Undang Nornor 01 Tahun 2004 ten tang 
Pernbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 05, T mbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2008 tcntang 
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi 
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahun 2008 nomor 185, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4932); 

' 

b. bahwa Unit Pelaksana Tehnis (UPT) Pusat K sehatan 
Masyarakat (Puskesmas) merupakan Unit K rja pada 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas 
Kesehatan Kabupaten Pringsewu yang djtetapkan 
menjadi Badan Layanan Umum Dacrah deng· n Status 
Pen uh periu diberikan kewenangan da am ha! 
pengadaan barang dan jasa; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan seb 
dirnaksud dalam huruf a dan huruf 
menctapkan Peraturan Bupati tentang Ke cnangan 
Pengadaan Barang Dan .Jasa Pada Sadan Layarian 
Umum Daerah urr Puskesmas Kabupaten Pringsewu; 

1. Undang-Undang Noruor 28 Tahun 1999 tcntang 
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan 8 bas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotismc (Lembara Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, T rnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lernbaran Negara Repubiik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, T mbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 286); 

Mengingat: 

BUPATI PRINGSEWU, 

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 20 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 200 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Laya nan Urnu ; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEWENANGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEK IS 

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA 
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PRINGSEWU 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU 
NOMOR 22 TAHUN 2015 



omor 07 
ngelolaan 
a bu pate n 

Pcraturan Daerah Kabupaten Pringscwu 
Tahun 2010 tentang pokok-Pokok P 
Keuangan daerah (Lembaran Daerah 
Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07); 

13. 

1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Sadan Layanan Umum Daerah; 

12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor 703 / Menkes/ SK/ IX/2006 ten tang Petunjuk 
Pelaksanaan Pengadan Barangy.Jasa Pad Instansi 
Pemerintah Pol.i Pengelolaan Ke uanga i Sadan 
Layanan Umum di Lingkungan D partcrncn 
Kesehatan; 

r 
1 Tahun 
euanzan b 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
08/PMK.02/2006 tentang Kewenarigan .ngadaan 
Barang/.Jasa Pada Sadan Layanan Umum; 

ten tang 
Negara 

140, 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 200 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembara 
Republik Indonesia Tahun 2005 No 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
nomor 4578); 

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tah un 201 ten tong 
Pecloman Pelaksanaan Perigadaan Bar·rng/.Jasa 
Pemerintah sebagaimana telah beberapa k: Ii diubah 
dengan terakhir Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 
2015; 

• 
8. 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 200, tentang 
Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tah n 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana tela diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Ta un 2012 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Rcpu blik 
Indonesia Nomor 5340); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tah un 2011 ten tang 
Pernbentukan Peraturan Peruridang-u dangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tah n 201 1 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara epublik 
Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara epublik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, T' mbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Norn r 5587) 
sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tah n 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tah n 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Indonesia Nomor 5679); 



' 

4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya 
disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Pcran kat Daerah 
atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Pcrangk: t Dacrah di 
lingkungan Pemerintah Daerah yang dibe tuk untuk 
memberikan pelayanan kcpada rnasyara at berupa 
penyediaan barang dan/atau jasa yang ijual tanpa 
mengutamakan mencari keuntungan dalam 
melakukan kegiatannya didasarkan p pr msip 
efisien si dan produktivitas. 

5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD ad a la h 
Pola keuangan yang memberikan Ileksibi itas ber upa 
keleluasaan untuk menerapkan praktek-pr ktck bisnis 
yang sehat untuk meningkatkan pelaya an kcpada 
masyarakat dalam rangka memajukan k sejahteraan 
umum dan mencerdaskan kehidupan ba gsa scbagai 
pengecualian dari ketentuan pengelolaa keuangan 
daerah pada umumnya. 

6. UPT Puskesmas adalah Puskesmas Kabupaten 
Pringsewu yang telah rnencrapkan Pola Pengclolaan 
Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah ( PK-BLUD). 

7. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yung 
bertanggung jawab terhadap kinerja opera siorial BLUD 
yang terdiri dari Pimpinan, Petugas Ke angan clan 
Petugas pelaksana Teknis, yang sebut: nnya d a pat 
disesuaikan dengan nomenklatur yang be rla ku padu 
BLUD yang bersangkutan. 

• 

Daerah 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerinta 
Kabupaten Pringsewu. 

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pringsewu. 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Dacrah adalah Daerah Kabupaten Pringsew . 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN ~UPATI TENTANG KE CNANGAN 
PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN LAYANAN 
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEK IS PUSAT 
KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS K 'SEHATAN 
KABUPATEN PRINGSEWU. 

BAB I 

14. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 46 Tah m 2014 
tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Tek is Pusat 
Kesehatan Masyarakat Pada Satuan Kerja Perangkat 
Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsew (Serita 
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2014 no or 46). 

I 
•' 



8. Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang , elanjutnya 
disebut dengan Pengadaan Barang/ .Ja a adalah 
kegiatan untuk memperoleh Bara ng,'. asa olch 
Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat 
Daerah/Institusi yang prosesnya dim lai dari 
perencanaan kebutuhan sampai disel saikannva 
seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/ asa; 

9. Pengguna Barang/.Jasa adalah Pejabat pemcgang 
kewenangan penggunaan Bararig dan/ atau .Jasa rnilik 
Negara/Daerah di masing-masing K/L/D/l. 

10. Kuasa Pengguna Anggaran yang se lanjutnya disebut 
KPA adalah pejabat yang ditetapkan ole h PA untuk 
menggunakan APBN a tau ditetapkan ol · h Kcpa la 
Daerah untuk menggunakan APBD. 

11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjut ya disebut 
PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab ata s 
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 

12. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya isebut U LP 
adalah unit organisasi Kementcria /Lembaga/ 
Pemerintah Daerab /Institusi yang · berfungsi 
melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa ye ng ber sifat 
permanen, dapat ber iiri sendiri atau rneleks t pada unit 
yang sudah ada. 

13. Pejabat Pengadaan adalah personil yang di unjuk oleh 
PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, 
Penunjukan Langsung dan £-Purchasing. 

14. Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerja n adalah 
panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA KPA yang 
bertugas memeriksa dan menerima hasil pe 

15. Aparat Pengawas Intern Pemerintah ata pengawas 
intern pada institusi lain yang selanjutnya isebut APIP 
adalah aparat yang melakukan pengawa an melalui 
audit, reviu, evaluasi, pemantauan, da kegiatan 
pengawasan lain terhadap penyelenggaraa tugas dan 
fungsi organisasi. 

16. Barang adalah setiap benda baik berwuj 
tidak berwujud, bergerak maupun tidak be gerak, yang 
dapat diperdagangkan, dipakai, dipergu akan atau 
dirnanfaatkan oleh Pengguna Barang. 

17. Pekerjaan Konstruksi adalah scluruh pck -rjaan yang 
berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi 
bangunan atau pembuatan wujud fisik lain ya. 

18. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan prof siorial yang 
membutuhkan keahlian tertentu di berb gai bidang 
keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir 
(brain ware). 



27. Seleksi Sederhana adalah metode pcrnilih: n Pcnycdia 
Jasa Konsultansi untuk Jasa Konsultansi y .ng bernilai 
paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus j ta rupiah). 

28. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan arang/ .Jasa 
langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, ta pa melalui 
Pelelangan/ Seleksi/Penunjukan Langsung. 

29. Penunjukan Langsung adalah metode pernilihan 
Penyedia Barang/ Jasa dengan cara menunj k langsung 
1 (satu) Penyedia Barang/ Jasa. 

25. Pemilihan Langsung adalah metode pcmilih n Pcnycdia 
Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan Y' ng bernilai 
paling tinggi Rp 2·00.000.000,00 (dua ratus j ta rupiah). 

26. Seleksi Umum adalah metode pernilihan Pe yedia Jasa 
Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat iikuti oleh 
semua Penyedia .Jasa Konsultansi yang memcnuhi 
syarat. 

23. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan 
oleh Kelompok Kerja ULP / Pejabat Penga aan yang 
memuat informasi dan ketentuan yang hr rus ditaati 
oleh para pihak dalam proses Pengadaan Ba ang/ .Jasa . 

24. Koritrak Pengadaan Barang/Uasa yang elanjutriya 
disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis · n tara PPK 
dengan Penyedia Barang/ Jasa a tau pelaksana 
Swakelola. 

19. .Jasa Lainnya adalah jasa yang me butuhkan 
kemampuan tertentu yang men utarnaka n 
keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola 
yang telah dikenal luas di dunia us ha untuk 
menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan 
dan/atau penyediaan jasa selain Jasa K nsultansi, 
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan 
Barang. 

20. Industri Kreatif adalah industri yang b rasal dari 
pemanfaatan kreatifitas, gagasan orisinal, ke erampilan, 
dan bakat individu untuk menciptakan ke ejahteraan 
serta lapangan pe kerjaan rne lalui penci taan clan 
pemanfaatan daya kreasi clan daya cipta. 

21. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ J · sa adalah 
tanda bukti pengakuan dari pemen tah a tas 
kompetensi dan kemampuan profesi dibidang 
Pengadaan Barang/ Jasa. 

22. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Ua a dimana 
pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau 
diawasi sendiri oleh K/ L/ D /I sebagai pen an 'Ung jawa b 
anggaran, instansi pemerintah lain dan/ ata kelornpok 
masyarakat, 

• 

. ~ .. 
I 



38. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut .Jamina n, 
adalah jaminan tertulis yang bersifat mud h dicairkan 
dan tidak bersyarat turiconditionals, yang ikeluarkan 
oleh Bank Umurrr/ Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan 
Asuransi yang diserahkan oleh Penyeclia arang/ Jasa 
kepada PPK/Kelomjlok Kerja ULP untu menjamin 
terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/ J, sa. 

' J 
'1 
i 
' 

37. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi pro uktif yang 
berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang p er seorangan 
atau badan usaha yang bukan meru akan anak 
perusahaan atau bukan cabang perus haan yang 
dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian ba k langsung 
maupun tidak langsung dari usaha men .ngah a tau 
usaha besar, yang memenuhi kriteria saha Kccil 
sebagaimana dimaksud dalarn undang-u dang yang 
mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

36. Usaha Mikro adalah usaha produktif ilik orang 
perseorangan dan/ atau badan usaha yan memenuhi 
kriteria Usaha Mikro sebagaimaria dirnal sud dala m 
undang-undang yang mengatur mengenai Uisa ha Mikro, 
Kecil dan Menengah. 

• 
35. Jenjang nilai pengadaan barang/jasa ada ah batasan 

nilai tertinggi setiap kali pengadaan pa a 1 (satu) 
penyedia barang/jasa yang dibuktikan de gan 1 (satu) 
bukti pengadaan. 

34. £-Purchasing adalah tata cara pernbelian Barang/Jasa 
melalui sistern katalog elektronik. 

33. Katalog elektronik atau £-Catalogue sistcrn 
informasi elektronik yang memuat d: ftar, JC111S, 

spesifikasi teknis dan harga barang te tentu dari 
berbagai Penyedia Barang/ J asa Pemeri n tah. 

32. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang sclanjutnya 
disebut LPSE adalah unit kerja K/ L/ D /I ya g dibentuk 
untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan 
Barang/ Jasa secara elektronik. 

31. E-Tenderinq adalah tata cara perniliha Penyedia 
Barangy.Jasa yang dilakukan secara terbuk dan dapat 
diikuti oleh semua Penyedia Barang/Uasa y ng terdaftar 
pada sistem pengadaan secara elektronik engan cara 
menyampaikan 1 (satu) kali penawaran d lam waktu 
yang telah ditentukan. 

30. Pengadaan secara elektronik atau £-Procure ent adalah 
Pengadaan Barang/ .Jasa yang di lak sa na an dcngan 
menggunakan teknologi inforrnasi dan tra n sa k si 
elektronik sesuai dengan ketentuan perundang- 
undangan. 



Pasa\4 

{l) Terhadap BLUD dengan status BLUD Penuh dapat 
diberikan fleksibilitas berupa pembebasan se agian atau 
seluruhnya dari ketentuan yang berlaku mum bagi 
pengadaan barang dan/atau jasa perncrintah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal J, apabila terdapat 
alasan efe ktivitas dan/ a tau efisiensi. 

Pasal 3 

Pengadaan barang dan/ a tau jasa pad a BLUD dilaksanakan 
berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengaclaan 
barang/ jasa Pemerintah. 

Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa ada BLUD 
harus dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, 
transparan, bersaing, adil/tidak diskrirninat.if, ak n tabel dan 
scsuai dengan praktek bisnis yang sehat. 

Pasal 2 

BAB II 
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ A AU JASA 

43. Pakta integritas adalah surat pernyataan yang bcrisi 
ikrar untuk mencegah dan tidak mcla ku an kol u si, 
korupsi, dan nepotisme dalam Pcngadaan 
Barang/ Jasa. 

44. Praktek bisnis yang sehat adalah peny le nggaraan 
fungsi organisasi berdasarkan ka dah-kaidah 
manajemen yang baik dalam rangka pember an layarian 
yang bermutu dan berkesinambungan . • 

4~. Hibah terikat adalah setiap pemberian ya g d iterirna 
BLUD UPT Puskesmas dalam bentuk r upjah , barang, 
jasa dan/ a tau surat berharga yang di eroleh dari 
pemberi hibah yang berasal dari dalam neg ri a tau luar 
negeri yang terikat dengan kepentingan pem eri hibah. 

41. Hi bah tidak terikat adalah setiap pemb erian yang 
diterima BLUD UPT Puskesmas dalam ben uk rupiah, 
barang, jasa dan/ atau surat berharga yang diperoleh 
dari pemberi hibah yang berasal dari dalam negeri atau 
luar negeri yang tidak terikat dengan epentingan 
apapun. 

39. Fleksibilitas adalah keleluasaan engelolaan 
keuangan/barang BLUD pada batas-bat s tertentu 
yang dikecualikan dari ketentuan yang berl u umum. 

40. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang 
perseorangan yang kegiatan usahanya enyediakan 
barang/ layanan jasa. 

' 



Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya bersurnber 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat 
dilaksariakan dengan metode sebagai berikut: 

a. Pengadaan barang/jasa sebagaimana d irna sud dalam 
Pasal 4 ayat (1) yang bernilai sarnpai cngan Rp 
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dapa dilakukan 
dengan pengadaan langsung dengan besa an jenjang 
nilai sebagai berikut: 

1. belanja pengadaan barang/jasa sam dengan 
Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupia clengan 
ketentuan Surat Pertanggungjawab n (SPJ) 
dilengkapi dengan Bukti Ka s Pcngcluara dun buk ti 
pernbelian. 

2. belanja pengadaan barang/ jasa bih dari 
Rpl0.000.000,- (sepuluh juta rupia ) sampai 
dengan Rp50.000.000,- (lima puluh j ta rupiah) 
dengan ketentuan Surat Peri ntah T (SPJ) 
dilengkapi dengan Bukti Kas Pengcl 
kuitansi. 

·~ 

' 

~I 
' .. ) 

(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
diberikan terhadap pengadaan barang da /a tau ja sa 
yang sumber dananya berasal dari : 

a. jasa layanan yang diberikan kepada mas 
b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari asyarakat 

atau badan lain; 

c. hasil kerjasama BLUD dengan pihak dan/atau 
hasil usaha lainnya; 

d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah. 

Pasal 5 

( 1) Pengadaan barang dan/ atau jasa s bagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) di aksanakan 
berdasarkan ketentuan pengadaan barari dan/ a tau 
jasa yang clitetapkan oleh Bupati alas usula Pimpinan 
BLUD melalui Kepala Dinas Kesehat n dengan 
mengikuti prinsip-prinsip transparansi , adil/ tidak 
diskriminatif, akuntabilitas, dan praktek yang 
sehat. 

(2) Ketentuan pengadaan barang darr/: tau Jasu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), h rus dapat 
menjamin ketersediaan barang dan/ a tau jass yang lebih 
bermutu, lebih murah, proses penga aan yang 
sederhana dan ·cepat serta muclah me ye sua ikan 
dengan kebutuha.i untuk mendukung kelancaran 
BLUD. 

~ Pasal 6 

j 

I 



Penunjukan pejabat lain mclibatkan se ua unsur 
Pejabat/ petugas Pengelola BLUD dan harus me perhatikan 
prm sip : 

(3) Pelaksana Pengadaan sebagaimana dirnaksu pada ayat 
(2), terdiri dari personil yang mernaharni is· dokumcn, 
metodc dan prosedur pengadaan, mcrnaha i jcnis da n 
substansi pekerjaan/kegiatan yang bcrsan zkutan clan 
bidang lain yang diperlukan. 

Pasal 10 

JClSCl 

olch 
( 1) Pelaksanaan pengadaan barang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
pelaksana pengadaan. 

(2) Pelaksana pengadaan dapat berbentuk Ti , Panitia, 
orang atau Unit pada organisasi BLUD yan ditetapkan 
oleh pimpinan BLUD selaku KPA setela mcridapat 
persetujuan Kepala Dinas Kesehatan yang ditugaskan 
secara khusus untuk melaksanakan penga aan barang 
dan/ a tau jasa guna keperluan BLUD ses ai dengan 
peraturan perundangan yang berlaku. 

• 

BLUD dapat melakukan Periunjukan Langs ng unruk 
pengadaan barang dan/atau jasa yang n ilainya di atas l~p 
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) a pabila memenuhi 
kriteria tertentu yang diatur sesuai clengan peraruran 
perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 8 

Untuk pengadaan barang dan/ a tau jasa ya g sumber 
dananya berasal dari hibah terikat dapat dilaku an dengan 
mengikuti ketentuan perigadaan dari pernberi iibah , atau 
mengikuti ketentuan perigadaan barang dan/ata ja sa yang 
berlaku bagi BLUD se bagaimana dimaksud dal m Pasal 5 
ayat (1) sepanjang disetujui oleh pemberi hibah. 

Pasal9 

Pasal 7 

3. belanja pengadaan barang/jasa l ebih dari 
Rp50.000.000,- (lima puluh juta rup ah) sampai 
dengan Rp200.000.000,- (dua ratus j ta rupiah) 
dengan ketentuan Surat Perintah T gas (SPJ) 
dilengkapi dengan Bukti Kas Pengeluara dan Surat 
Perintah Kerja (SPK) ' serta Berita Hasil 
Pengadaan. 

4. belanja pengadaan barang/jasa lebi dari Rp 
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan 
sesuai dengan peraturan perundang-und ngan yang 
berlaku. 



SERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2015 NOMO 22 

A. BUDIMAN PM 

Diundangkan di Pringsewu 
Pad a tanggal 1 O Juni 2015 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU, 

SUJADI 

BUPATI$\IU, 

(2) Agar setiap orang mcngetahuinya, rncm .rintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati iru dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupate n 
Pringsewu. 

• Ditetapkan di Pringse u 
pada tanggal 10 .Ju.ni 2, 5 

( 1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku seJ k tanggal 
ditetapkan. 

Pasal 11 

BAB Ill 
KETENTUAN PENUTUP 

, 
a. objektivitas, yaitu , penujukan yang an pada 

aspek integritas ~ moral, kecakapan pc getahuan 
mengenai proses aan prosedur pcngadaa barang 
dan/ a tau jasa, tanggung jawab untuk mencap 1 sa saran 
kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan engadaan 
barang dan/ a tau jasa; 

b. independensi, yaitu menghindari dan mcnccgah 
terjadinya pertcntangan kepen tingan cleng n piha k 
terkait dalam melaksanakan penunjukan pe abat lain, 
baik langsung maupun tidak langsung; dan 

c. saling uji (cross check), yaitu berusaha ernperoleh 
informasi dari sumber yang berkompet n, dapat 
dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabk n untuk 
mendapatkan keyakinan yang memad i dalarn 
melaksakan penunjukan pejabat lain. 


	image_001(10).pdf (p.1)
	image_002(6).pdf (p.2)
	image_003(7).pdf (p.3)
	image_004(7).pdf (p.4)
	image_005(7).pdf (p.5)
	image_006(7).pdf (p.6)
	image_007(6).pdf (p.7)
	image_008(6).pdf (p.8)
	image_009(6).pdf (p.9)
	image_010(6).pdf (p.10)

